PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

MINA AGRO WISATA DI KECAMATAN KADUHEJO TAHUN 2018 - 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANDEGLANG,
Menim bang a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Desa, Pem bangunan Daerah Tertinggal,

Mengingat

Transm igrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pem bangunan

Kawasan Perdesaan, dalam pem bangunan

dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas

dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

masyarakat desa;

b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
desa, dipandang perlu melaksanakan pem bangunan
kawasan perdesaan yang berkesinam bungan

menyusun perencanaan pem bangungan kawasan

perdesaan yang terintegrasi;

c. bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Mina

Wisata Kecamatan Kaduhejo Tahun 2018-2023

Peraturan Bupati;

1. Undang-Undang Nom or 23 Tahun 2000

Pem bentukan Propinsi Banten (Lem baran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lem baran

Negara Republik Indonesia Nom or 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Perencanaan Pem bangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
(Lem baran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor

7, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495);



Mem perhatikan

Menetapkan

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pem erintahan Daerah (Lem baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lem baran
Negara Republik Indonesia Nom or 5587), sebagaim ana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Umndang-Undang
Nom or 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nom or 23 Tahun 2014 tentang
Pem erintahan Daerah (Lem baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nom or 5679);

Peraturan Pem erintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nom or 123, Tam bahan Lem baran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pem bangunan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pem bangunan Daerah Tertinggal,
dan Transm igrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pem bangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pandeglang Tahun 2011— 2031 (Lem baran Daerah

Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Pandeglang 2016-2021 (Lem baran
Daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2016 Nomor 7);

Keputusan D irjen Pem bangunan Kawasan Perdesaan
Nomor 14/ DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan

Pem bangunan Kawasan Perdesaan;

Keputusan Bupati Pandeglang Nomorl47/Kep. 202 -
Huk/2018 tentang Penetapan Lokasi Pem bangunan
Kawasan Perdesaan M in a Agro W isata Kabupaten

Pandeglang.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN MINA AGRO

WISATA KECAMATAN KADUHEJO 2018-2023



BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatiiniyang dimaksud dengan:

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.

Pem erintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pem erintahan Daerah yang memim pin pelaksanaan urusan pem erintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom .

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
m em iliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
Urusan Pem erintahan, kepentingan masyarakat setem pat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pem erintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pem erintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nam a lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pem erintahan Desa.
Pem bangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, term asuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tem pat perm ukim an perdesaan, pelayanan jasa
pem erintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonom i.

Pem bangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang
dilaksanakan dalam upaya mem percepat dan meningkatkan kualitas
pelayanan dan pem berdayaan masyarakat desa m elalui pendekatan
partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Kawasan perdesaan tertentu adalah kawasan perdesaan yang mempunyai
nilai strategis dan penataan ruangnya dilakukan menurut ketentuan
perundang-undangan.

Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJMDesa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6
(enam ) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut Bappeda
adalah perangkat daerah yang mem bidangi urusan perencanaan
pem bangunan daerah pada lingkup kabupaten.

Tim Koordinasi Pem bangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat
TKPKP, adalah lem baga yang menyelenggarakan pem bangunan kawasan
perdesaan sesuaidengan tingkatan kewenangannya.

Pihak ketiga adalah pihak di luar Pem erintah, Pem erintah Daerah,
Pem erintah Desa yang membantu penyelenggaraan pem bangunan kawasan
perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau
lem baga swadaya masyarakat.

Pelaporan dan evaluasi pem bangunan kawasan perdesaan adalah upaya

untuk mewujudkan tertib Rencana Pem bangunan Kawasan Perdesaan.



BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk mem berikan
pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di
Kabupaten Pandeglang dalam pelaksanaan Pem bangunan Kawasan

Perdesaan Mina Agro Wisata.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menata Kawasan
Perdesaan M in a Agro Wisata guna tercapainya keseim bangan dan
keharm onisan antara fungsi kawasan sebagai tem pat perm ukim an,
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan fungsi kawasan sebagai
pusat ekonom i, serta kawasan pertanian yang merupakan kegiatan utam a

darimasyarakat desa yang sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SISTEM ATIKA

Pasal 3

Sistem atika Rencana Pem bangunan Kawasan Perdesaan Mina Agro Wisata

m elipu ti:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Pendekatan dan Metodologi

1.3 Kedudukan RPKP

BAB II. GAMBARAN UMUM KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS
NASIONAL (KPPN) KADUHEJO
2.1 Kondisi Geografis dan Adm inistrasi
2.2 Perekonom ian Wilayah
2.3 Kondisi Sum ber Daya Manusia
2.4 Prasarana dan Sarana

2.5 Kom oditas Unggulan

2.6 Modal Sosial

2.7 Kelem bagaan

2.8 Perm asalahan



BAB III. PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KOMODITAS
UNGGULAN

3.1 Tinjauan Kebijakan
3.2 Susunan Fungsi Kawasan
3.3 Pengem bangan Kawasan dan Jejaring kawasan

BAB IV.KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

4.1 Isu Strategis

4.2 Tujuan dan Sasaran

4.3 Arah Kebijakan dan Strategi

4 .4 Program , Kegiatan, dan Pendanaan
4.5 Indikator Capaian

BAB V. NILAISTRATEGIS PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

5.1 Produksi Barang dan Jasa Kawasan
5.2 Penyerapan Tenaga Kerja
5.3 Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kem iskinan

BAB VvI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesim pulan

6.2 Saran

LAMPIRAN

1. Peta Delineasi Kawasan Perdesaan

2. Susunan Fungsi Kawasan Perdesaan

3.Surat Usulan Kawasan Perdesaan

4.Surat Penetapan Tim Koordinasi Pem bangunan Kawasan Perdesaan
5.Surat Penetapan Kawasan Perdesaan

6. Berita Acara Kesepakatan Model dan Tujuan Bersama Pembangunan

Kawasan

Pasal 4

Dokumen RKPK Mina Agro wisata dengan sistem atika sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 menjadi Lam piran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupatiini.



(1)

(4)

(1)

(2)

BAB IV

PENYUSUNAN RPKP

Pasal 5

Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Mina Agro
Wisata dilakukan oleh Tim Koordinasi Pem bangunan Kawasan Perdesaan
(TKPKP) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan atau dapat

dilakukan kerjasama antar Pem erintah Daerah dan lem baga lainnya.

Kerjasam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur perguruan
tinggi, pelaku usaha dan produk unggulan, Lem baga Swadaya Masyarakat

(LSM), Badan Kerjasama Antar Desa dan lem baga non Pem erintah lainnya.

Rencana Pem bangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) M in a Agro W isata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijabarkan kedalam Rencana Kerja

Pem erintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pem erintah Daerah (RKPDes).

RPKP Mina Agro Wisata menjadi bagian dari dokumen RPJMD dan RPJMDes.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 6

Pem bangunan Kawasan Perdesaan Mina Agro Wisata Kecamatan Kaduhejo
Tahun 2018-2023 dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pem bangunan

Kawasan Perdesaan (TKPKP).

TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. Melakukan usulan pem bangunan kawasan perdesaan.

b. Menyusun rencana pembangunan kawasan perdesaan bersama-sam a

dengan TKPKP Kabupaten.

c. Menunjuk pelaksana pem bangunan kawasan perdesaan dalam hal

didelegasikan oleh Bupati; dan

d. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pem bangunan kawasan

perdesaan.



BAB VI

PENYELENGGARAAN DAN PEDOMAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

MINA AGRO WISATA

Pasal 7

(1) Pem bangunan Kawasan Perdesaan M in a Agro Wisata dilakukan oleh
Pem erintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah melalui
Perangkat Daerah, Pem erintah Desa dan/atau BUMDesa dengan

mengikutsertakan Masyarakat Desa.

(2) Pendanaan Pem bangunan Kawasan Perdesaan Mina Agro Wisata bersumber

dari :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB VII
PENGENDALIAN EVALUASI
Pasal 8
(1) Pem erintah daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

pelaksanaan RPKP Mina Agro Wisata.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat pada ayat (1) merupakan kegiatan
dalam rangka untuk mengarahkan program pem bangunan kawasan
perdesaan yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dan RKPD

dan RKPDesa sesuaidengan rencana dalam RKP Mina Agro wisata.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Apabila terjadi pergantian pim pinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), RPKP
Mina Agro Wisata tetap berlaku dan tetap dilaksanakan oleh OPD yang

bersangkutan.



BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupatiini mulaiberlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupatiini dengan penem patannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang

pada tanggal

BUPATI PANDEGLANG,

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

PERY HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2018 NOMOR:



